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PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

NOMOR 22 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH
NOPEMBER NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIS INSTITUT, DIREKTORAT, BIRO, KANTOR, PERPUSTAKAAN, DAN UNIT

Menimbang

Mengingat

DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

: a. bahwa untuk meningkatkan kualitas layanan pada Direktorat

Pendidikan, Direktorat Pascasarjana dan Pengembangan Akademik,
dan Direktorat Sumber Daya Manusia dan Organisasi, maka
dipandang perlu untuk melakukan perubahan pada struktur
organisasi pada Direktorat Pendidikan, Direktorat Pascasarjana dan
Pengembangan Akademik, dan Direktorat Sumber Daya Manusia dan
Organisasi,

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Teknologi
Sepuluh Nopember tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor
Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26 Tahun 2019 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor,
Perpustakaan, dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh
Nopember;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut

Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5723);

. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Nomor 07 Tahun 2016 tentang Kebijakan Umum,;



Menetapkan

. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Nomor 01 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan
Internal Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi
Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;

. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24

Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tatakerja Institut Teknologi
Sepuluh Nopember;

. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26

Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut,
Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, dan Unit di Lingkungan
Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor
7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Rektor Institut Teknologi
Sepuluh Nopember Nomor 26 Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR INSTITUT
TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIS INSTITUT, DIREKTORAT,
BIRO, KANTOR, PERPUSTAKAAN, DAN UNIT DI LINGKUNGAN INSTITUT
TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor

26 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro,

Kantor, Perpustakaan, dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh
Nopember Nomor 26 Tahun 2019, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 dilakukan perubahan, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 6

Direktorat Pendidikan terdiri atas:
a. Subdirektorat Admisi;
b. Subdirektorat Koordinasi Perkuliahan Bersama; dan

c. Bagian Layanan Pendidikan.
Subdirektorat Admisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a membawahi

Manajer Program Promosi dan Layanan Admisi.

Bagian Layanan Pendidikan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri

atas:

a. Subbagian Pemantauan dan Evaluasi Pendidikan; dan

b. Subbagian Layanan Registrasi Data Pendidikan.
2. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 7a, sehingga

berbunyi sebagai berikut:



Pasal 7a

(1) Manajer Program Promosi dan Layanan Admisi sebagaimana dimaksud dalam

(2)

(3)

Pasal 6 ayat (2) mempunyai tugas:

a. membuat rencana kerja program-program dalam lingkup kegiatan promosi
dan layanan Admisi;

b. memantau dan mengevaluasi kinerja program-program dalam lingkup
kegiatan promosi dan layanan Admisi;

c. mengembangkan dan membina hubungan dengan para pihak yang terlibat
dalam pelaksanaan program-program dalam lingkup kegiatan promosi dan
layanan Admisi;

d. membuat laporan program-program dalam lingkup kegiatan promosi dan
layanan Admisi;

e. melakukan supervisi terhadap tim pelaksana program-program dalam
lingkup kegiatan promosi dan layanan Admisi; dan

f. menyelenggarakan layanan prima dalam lingkup kegiatan promosi dan
layanan Admisi dengan prinsip reformasi birokrasi dan zona integritas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Manajer

Program Promosi dan Layanan Admisi menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana kerja program-program dalam lingkup kegiatan
promosi dan layanan Admisi;

b. pengawasan dan pengevaluasian kinerja program-program dalam lingkup
kegiatan promosi dan layanan Admisi;

c. pengembangan dan pembinaan hubungan dengan para pihak yang terlibat
dalam pelaksanaan program-program dalam lingkup kegiatan promosi dan
layanan Admisi;

d. penyusunan laporan program-program dalam lingkup kegiatan promosi dan
layanan Admisi; dan

e. pelaksanaan supervisi terhadap tim pelaksana program-program dalam
lingkup kegiatan promosi dan layanan Admisi.

Manajer Program Promosi dan Layanan Admisi dalam melaksanakan tugasnya

bertanggung jawab kepada Kepala Subdirektorat Admisi.

3. Ketentuan pada Pasal 13 dilakukan perubahan, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

(3)

Direktorat Pascasarjana dan Pengembangan Akademik terdiri atas:

a. Subdirektorat Pendidikan Pascasarjana dan Profesi;

b. Subdirektorat Kerjasama Akademik; dan

c. Subdirektorat Pengembangan Akademik.

Subdirektorat Pendidikan Pascasarjana dan Profesi, sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a. Seksi Lembaga Sertifikasi Profesi; dan

b. Manajer Program Layanan Pascasarjana dan Profesi.

Subdirektorat Pengembangan Akademik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c, dibantu oleh Seksi Pengembangan dan Evaluasi Kurikulum.

4. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 15a, sehingga

berbunyi sebagai berikut:



5.

Pasal 15a
(1) Manajer Program Layanan Pascasarjana dan Profesi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b mempunyai tugas:

a. membuat rencana kerja program koordinatif dan penyusunan regulasi untuk
program-program layanan pendidikan pascasarjana dan profesi di unit;

b. mengembangkan dan membina hubungan dengan para pihak yang terlibat
dalam pelaksanaan program-program koordinatif pada bidang layanan
pascasarjana dan profesi;

c. membuat laporan-laporan program-program koordinatif pada bidang layanan
pascasarjana dan profesi;

d. melakukan supervisi terhadap tim pelaksana program-program koordinatif
pada bidang layanan pascasarjana dan profesi; dan

e. menyelenggarakan layanan prima dalam lingkup layanan pascasarjana dan
profesi dengan prinsip reformasi birokrasi dan zona integritas.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Manajer

Program Layanan Pascasarjana dan Profesi menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana program kerja koordinatif dan regulasi untuk program-

program layanan pendidikan pascasarjana dan profesi di unit;

b. pengawasan dan pengevaluasian kinerja program-program pada bidang
layanan pascasarjana dan profesi;

c. pengembangan dan pembinaan hubungan dengan para pihak yang terlibat
dalam pelaksanaan program-program pada bidang layanan pascasarjana dan
profesi;

d. penyusunan laporan-laporan program-program pada bidang layanan
pascasarjana dan profesi; dan

e. pelaksanaan supervisi terhadap tim pelaksana program-program pada
bidang layanan pascasarjana dan profesi;

(3) Manajer Program Layanan Pascasarjana dan Profesi dalam melaksanakan
tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Subdirektorat Pendidikan

Pascasarjana dan Profesi.

Ketentuan Pasal 63 dilakukan perubahan, sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63
(1) Direktorat Sumber Daya Manusia dan Organisasi terdiri atas:
a. Subdirektorat Pengembangan dan Evaluasi Organisasi;
b. Subdirektorat Pengembangan dan Evaluasi Sumber Daya Manusia; dan
c. Bagian Layanan Kepegawaian.

(2) Subdirektorat Pengembangan dan Evaluasi Organisasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a membawahi Kepala Seksi Pengembangan dan Pembelajaran
Organisasi,

(3) Subdirektorat Pengembangan dan Evaluasi Sumber Daya Manusia sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi Kepala Seksi Pengembangan Talenta
dan Kapasitas Sumber Daya Manusia;

(4) Bagian Layanan Kepegawaian, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
terdiri atas:

a. Subbagian Layanan Kepegawaian Dosen; dan
b. Subbagian Layanan Kepegawaian Tenaga Kependidikan.



6. Diantara Pasal 64 dan Pasal 65 disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 64a, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64a

(1) Kepala Seksi Pengembangan dan Pembelajaran Organisasi mempunyai tugas:

a.

membuat rencana kerja program-program pengembangan dan pembelajaran
organisasi;

memantau dan mengevaluasi kinerja program-program pengembangan dan
pembelajaran organisasi;

mengembangkan dan membina hubungan dengan para pihak yang terlibat
dalam pelaksanaan program-program pengembangan dan pembelajaran
organisasi;

membuat  laporan-laporan program-program  pengembangan dan
pembelajaran organisasi,

melakukan  supervisi terhadap tim pelaksana  program-program
pengembangan dan pembelajaran organisasi; dan

menyelenggarakan layanan prima dalam lingkup program-program
pengembangan dan pembelajaran organisasi dengan prinsip reformasi
birokrasi dan zona integritas.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi

Pengembangan dan Pembelajaran Organisasi menyelenggarakan fungsi:

a.

penyusunan rencana kerja program-program = pengembangan dan
pembelajaran organisasi;

pengawasan dan pengevaluasian kinerja program-program pengembangan
dan pembelajaran organisasi;

pengembangan dan pembinaan hubungan dengan para pihak yang terlibat
dalam pelaksanaan program-program pengembangan dan pembelajaran
organisasi;

penyusunan laporan program-program pengembangan dan pembelajaran
organisasi; dan

pelaksanaan supervisi terhadap tim pelaksana pengembangan dan

pembelajaran organisasi.

(3) Kepala Seksi Pengembangan dan Pembelajaran Organisasi dalam melaksanakan

tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Subdirektorat Pengembangan dan

Evaluasi Organisasi.

7. Diantara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 65a, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65a

(1) Kepala Seksi pengembangan Talenta dan Kapasitas Sumber Daya Manusia

mempunyai tugas:

a.

b.

membuat rencana kerja program-program pengembangan talenta dan
kapasitas sumber daya manusia;

memantau dan mengevaluasi kinerja program-program pengembangan talenta
dan kapasitas sumber daya manusia;



mengembangkan dan membina hubungan dengan para pihak yang terlibat
dalam pelaksanaan progran-program pengembangan talenta dan kapasitas
sumber daya manusia;

membuat laporan-laporan program-program pengembangan talenta dan
kapasitas sumber daya manusia;

melakukan  supervisi terhadap tim pelaksana  program-program
pengembangan talenta dan kapasitas sumber daya manusia; dan
menyelenggarakan layanan prima dalam lingkup program-program
pengembangan talenta dan kapasitas sumber daya manusia dengan prinsip
reformasi birokrasi dan zona integritas.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi

Pengembangan Talenta dan Kapasitas Sumber Daya Manusia menyelenggarakan

fungsi:

a.

penyusunan rencana kerja program-program pengembangan talenta dan
kapasitas sumber daya manusia;

pengawasan dan pengevaluasian kinerja program-program pengembangan
talenta dan kapasitas sumber daya manusia;

pengembangan dan pembinaan hubungan dengan para pihak yang terlibat
dalam pelaksanaan program-program pengembangan talenta dan kapasitas
sumber daya manusia; dan

penyusunan laporan-laporan program-program pengembangan talenta dan
kapasitas sumber daya manusia;

pelaksanaan  supervisi terhadap tim pelaksana program-program
pengembangan talenta dan kapasitas sumber daya Manusia.

(3) Kepala Seksi Pengembangan Talenta dan Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam

melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Subdirektorat

Pengembangan dan Evaluasi Sumber Daya Manusia.

8. Diantara Pasal 84 dan Pasal 85 disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 84a, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84a

Unit Pengembangan Smart Eco Campus membawahi Manajer Program Rekayasa

Sosial.

9. Diantara Pasal 85 dan Pasal 86 disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 85a, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85a

(1) Manajer Program Rekayasa Sosial mempunyai tugas:

a.

b
e,
d

menyusun kebijakan program-program rekayasa sosial;

membuat rencana kerja program-program rekayasa sosial;

memantau dan mengevaluasi kinerja program-program rekayasa sosial;
mengembangkan dan membina hubungan dengan para pihak yang terlibat
dalam pelaksanaan program-program rekayasa sosial;

membuat laporan program-program rekayasa sosial;

melakukan supervisi terhadap tim pelaksana program-program rekayasa
sosial; dan



g menyelenggarakan layanan prima dalam lingkup program-program rekayasa
sosial dengan prinsip reformasi birokrasi dan zona integritas.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Manajer
Program Rekayasa Sosial menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana kerja program-program rekayasa sosial;
b. pengawasan dan pengevaluasian kinerja program-program rekayasa sosial;
c. pengembangan dan pembinaan hubungan dengan para pihak yang terlibat
dalam pelaksanaan program-program rekayasa sosial;
penyusunan laporan program-program rekayasa sosial; dan
e. pelaksanaan supervisi terhadap tim pelaksana program-program rekayasa
sosial.
(3) Manajer Program Rekayasa Sosial dalam melaksanakan tugasnya bertanggung
jawab kepada Kepala Unit Pengembangan Smart Eco Campus.

10. Ketentuan pada Pasal 89 dilakukan perubahan, sehingga Pasal 89 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 89

(1) Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas:

a. Subdirektorat Riset dan Publikasi Ilmiah;
b. Subdirektorat Pengabdian kepada Masyarakat; dan
c. Bagian Tata Usaha dan Keuangan.

(2) Subdirektorat Riset dan Publikasi Ilmiah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a, terdiri atas:

a. Pusat Publikasi Ilmiah;

b. Pusat Penelitian; dan

c. Pusat Unggulan [Imu Pengetahuan dan Teknologi.

(3) Pusat Penelitian dan Pusat Unggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi,
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

(4) Organisasi Subdirektorat Pengabdian kepada Masyarakat terdiri dari satu atau
lebih Pusat Kajian yang ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Rektor dan
membawahi Manajer Program Kuliah Kerja Nyata dan Proyek Kemanusiaan.

(5) Bagian Tata Usaha dan Keuangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
dibantu oleh Subbagian Perbendaharaan dan Pelaporan Keuangan.

11. Diantara Pasal 95 dan Pasal 96 disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 95a, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 95a
(1) Manajer Program Kuliah Kerja Nyata dan Proyek Kemanusiaan mempunyai tugas:

a. membuat rencana kerja program-program dalam lingkup kegiatan kuliah kerja
nyata dan proyek kemanusiaan;

b. memantau dan mengevaluasi kinerja program-program dalam lingkup kegiatan
kuliah kerja nyata dan proyek kemanusiaan,;

c. mengembangkan dan membina hubungan dengan para pihak yang terlibat
dalam pelaksanaan program-program dalam lingkup kegiatan kuliah kerja
nyata dan proyek kemanusiaan;

d. membuat laporan program-program dalam lingkup kegiatan kuliah kerja nyata
dan proyek kemanusiaan;




e. melakukan supervisi terhadap tim pelaksana program-program dalam lingkup
kegiatan kuliah kerja nyata dan proyek kemanusiaan; dan

f. menyelenggarakan layanan prima dalam lingkup kegiatan kuliah kerja nyata
dan proyek kemanusiaan dengan prinsip reformasi birokrasi dan zona
integritas.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Manajer
Program Kuliah Kerja Nyata dan Proyek Kemanusiaan menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana kerja program-program pengelolaan kuliah kerja nyata

dan proyek kemanusiaan;

b. pengawasan dan pengevaluasian kinerja program-program pengelolaan kuliah
kerja nyata dan proyek kemanusiaan;

c. pengembangan dan pemembinaan hubungan dengan para pihak yang terlibat
dalam pelaksanaan program-program pengelolaan kuliah kerja nyata dan
proyek kemanusiaan,;

d. penyusunan laporan program-program pengelolaan kuliah kerja nyata dan
proyek kemanusiaan; dan

e. pelaksanaan supervisi terhadap tim pelaksana pengelola kuliah kerja nyata
dan proyek kemanusiaan.

(3) Manajer Program Pengelolaan Kuliah Kerja Nyata dan Proyek Kemanusiaan dalam
melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Subdirektorat
Pengabdian kepada Masyarakat.

12. Ketentuan pada Pasal 108 dilakukan perubahan, sehingga Pasal 108 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 108
(I) Unit Pengelolaan Usaha Mandiri mempunyai tugas:
a. membantu merumuskan kebijakan dalam lingkup pengelolaan usaha mandiri;
b. membina, mengarahkan, dan mengembangkan kompetensi dan talenta
personil dalam unit kerja;
c. menyelenggarakan program kerja dan kegiatan yang selaras dengan kebijakan
dalam lingkup pengelolaan usaha mandiri;
d. mengevaluasi kinerja hasil program kerja dan kegiatan dalam lingkup
pengelolaan usaha mandiri; dan
e. menyelenggarakan layanan prima dalam lingkup pengelolaan usaha mandiri
dengan prinsip reformasi birokrasi dan zona integritas.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit
Pengelolaan Usaha Mandiri menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana pendapatan dan pengembangan usaha mandiri;
penyusunan strategi dan pelaksanaan pemasaran usaha mandiri;
pengelolaan operasional usaha-usaha mandiri;
pelaksanaan kerjasama eksternal terkait pengembangan usaha mandiri;
pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana usaha mandiri; dan

Mmoo o

pemantauan dan evaluasi pengelolaan usaha mandiri.

(3) Unit Pengelolaan Usaha Mandiri dipimpin oleh seorang Manajer Senior, yang dalam
melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Kerjasama dan
Pengelolaan Usaha.

(4) Manajer Senior sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh sekelompok
Manajer Fungsional dan sekelompok Manajer Operasional.



()

(6)

(7)

Kelompok Manajer Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas
untuk menjalankan berbagai fungsi pengelolaan strategis.

Kelompok Manajer Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas
untuk menjalankan fungsi pengelolaan operasional pada Unit Pelaksana Teknis
sesuai dengan karakteristik usaha.

Kelompok Manajer Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:

a. manajer umum dan sumber daya;dan

b. manajer keuangan dan pengembangan bisnis.

13. Ketentuan pada Pasal 109 dilakukan perubahan, sehingga Pasal 109 berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(3)

(4)

(S)

Pasal 109

Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2)

mempunyai tugas:

a. membina, mengarahkan, dan mengembangkan kompetensi dan talenta
personil dalam unit kerja;

b. menyelenggarakan program kerja dan kegiatan yang selaras dengan kebijakan
dalam lingkup pengelolaan unit usaha;

c. melaporkan kinerja hasil program kerja dan kegiatan dalam pengelolaan unit
usaha; dan

d. menyelenggarakan layanan prima dalam lingkup pengelolaan unit usaha
dengan prinsip reformasi birokrasi dan zona integritas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pelaksana

Teknis menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan operasional unit usaha; dan

b. pelaksanaan pengembangan bisnis dan kerjasama eksternal untuk
pengembangan unit usaha.

Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Manajer Operasional, yang dalam

melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Manajer Senior Unit

Pengelolaan Usaha Mandiri.

Manajer Operasional Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dapat dibantu oleh Asisten Manajer dan Supervisor.

Supervisor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas menjalankan

fungsi operasional Subunit Pelaksana Teknis sesuai karakteristik usaha.

14. Ketentuan pada Pasal 135 dilakukan perubahan, sehingga Pasal 135 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 135

Direktorat Kemitraan Global terdiri atas:

a.

b.
.
d.

Unit Promosi dan Mobilitas Internasional;
Unit Kerjasama Internasional;

Unit Urusan World Class University; dan
Manajer Program Internasionalisasi.

15. Ketentuan Pasal 139 dilakukan perubahan, sehingga Pasal 139 berbunyi sebagai
berikut:



Pasal 139
(1) Manajer Program Internasionalisasi mempunyai tugas:
a. membina, mengarahkan, dan mengembangkan kompetensi dan talenta
personil dalam unit kerja;
b. menyelenggarakan program kerja dan kegiatan yang selaras dengan kebijakan
dalam subbidang Program Internasionalisasi;
c. melaporkan kinerja hasil program kerja dan kegiatan dalam subbidang
Program Internasionalisasi; dan
d. menyelenggarakan layanan prima dalam subbidang Program
Internasionalisasi dengan prinsip reformasi birokrasi dan zona integritas.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Manajer
Program Internasionalisasi menyelenggarakan fungsi:
pelaksanaan koordinasi dan evaluasi pegawai di lingkup unit kerja;
pelaksanaan layanan pendukung administrasi keuangan;
pelaksanaan layanan pendukung administrasi sarana dan prasarana,;
pelaksanaan layanan pendukung administrasi kepegawaian;
pelaksanaan layanan pendukung administrasi perkantoran;
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pelaksanaan layanan pendukung operasional terkait program, kegiatan,
layanan proses bisnis dalam lingkup unit kerja;
g perencanaan, penginisasian, pengelolaan dan pengukuran Kkerjasama
internasional;
h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan program Kkerja
subbidang kemitraan global;
i. pelaksanaan pelatihan english as the medium of instruction;
j- pengelolaan dan pelaksanaan kerjasama pertukaran mahasiswa antar negara;
l. pelaksanaan laporan kegiatan internasionalisasi melalui sistem informasi
manajemen terkait;
m. pengoordinasian pelaksanaan kerjasama, mobilitas dan perangkingan
internasional; dan
n. pelaksanaan proses seleksi, nominasi dan program orientasi untuk pertukaran
inbound dan outbound dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa.
(3) Manajer Program Internasionalisasi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung
jawab kepada Direktur Kemitraan Global.

PASAL II
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 1 Agustus 2022
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH

/N()§ZTR,
MOCHAMAD ASHARI,
NIP 196510121990031003
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